B AB III

SISTEM PuENGELOLAAN BiNDA SIRAAN
SEBAGAI BARANG BUKTI MENURUT KULAP

A. Penyelegzian Benda Sitaan sebagai Barang Bukti

Mengenai benda sitaan, yang berhak melakukan pe-
nylitaan adalah pihak Kepolisian atas ijin Pengadilan,
maka tanggung Jjawab benda sitaan bersebut
tanggung Jjawab Jaksae. Dan setelah bukti-bu
kan, maka pelaksanaan pemeriksaan baru His

di sidang pengadilan.

Kalau benda sitaan tersebut sudah mendapatkan
ketetapan hikum, maka sebagai tindak lanjutnya adalah
mengikuti ketetapan passl 46 den pasal 184 KUHAP yang

berbunyi sebagai berikut :

"Apabila perkara sudah diputuskan, maka benda
yang dikenakan penyltaan dikembalikan kepada orang
atau kepada mereka ysng disebut dalam patusan

tersebut, kecuali jika memurut putusan hakim benda
itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau
untuk dirusgkken sampai tidak dapat dipergunskan
lagi atau Jjika benda tersebut masih diperlukan se
bagai barang bukti dalam perkara lain",

( KUHAP dan Penjelasannyas:34)

Juga dalam gasal 198 ditentukan, bshwa

1e¢ Dalam hal putusan pcmindahan atau bebas atau
dari segala tuntuban hakim, pengadilan menetap=-
kan supaya barang bukti yang disita diserahkan
ke pihak yang paling berhak menerima kembali
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yang namanya tercantum delam putusan tersebut

kecuali bukti itu harmms dirampas untuk ke-
pentingan negara atau dimusnahkan atau diru =
sak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

2o Kecusli aspabila terdapat alasan yang sah ,
pengadilan menetapkan supaya barang bukti di-
serahkan segera sesudah sidang seclesai.

3. Perintah penyerahan barang bukti dilakukan
tanpa diserahi sesuatu syarat apapun kecueli
dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai
kekuatan hukum tetap. ( KUHRP dan pénjelasan=

nya : 90 ).

Dalam! penjelasan pasal 194 ayat ( 2 ) di-
tentukan bahwa penetapan mengenai penyerahan barang
tersebut sangat diperlukan #Entuk mencari nafkah,
seperti kendarean, aslat pertanian dan lain-~lain. Ue=
dang penyerahan barang bukti tersebut dapat dilsku -
kan meskipun putusan belum mempunyai kekuatan hukum
tetap, akan tetapi harus disertai dengan syarat ter-
tentu, antara lain: barang tersebut setiap waktu da-

dihadapkan ke sidang pengadilan dalam keadaan utuh,

( Hadari Djernawi Tahir, 1981 : 205 ). Sedang pro-
sesnya dama dengan pengambilan yang dilakukan oleh
kepolisian ( penyidik ) atau kejaksaane

Dalam prakteknya, keputusan pengadilan terha-
dap status benda sitaan sebagai barang bukti tadi,
ada beberapa kemungkinan :

l. Barang vukti dalam perkara Utcrsebut akan dikem=-

balikan kepada crans yang namanya disebutkan da-
lam putusan itu.
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2. Barang buktli dirampas untuk negara ataun
3. Barang bukti dibinasakan atau dirusakkan.
( Wwirjono Prodjodikoro, 1983 : 139 )

Dalam penjelasan yang lain diuraikan, bahwe
barang sitaan itu supaya diserahkan kepada yang ber-
hak dengan tanpa alasan, baim sesudah maupun sehelum

mendapatkan kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud

pasal 194 ayat ( 4 ) KUHAP, Akan tetapi kalau belum
dilaksanskan atau belum diambil oleh pemiliknya atau
orang yang berhak, maks barang sitaan tersebut tetap
menjadi tanggung jawab kejaksaan sebagai eksekotor da=-

lam perkara pidana.

Dengan demikian dapat dimengerti, bahwa benda‘
sitzan yang seharusnya dijadikan sebagai barang bykti
tersebut di atas sudah dapat dieksekusi, akan tetapi
karena belum diambil oleh pemiliknya atau orang yang
dinyatakan tadi, maka masih tetap menjadi tenggung Jja=-

wab petugas d4di kejaksaan.

Tentang pelaksanaan pengembakian, pemusnahan ,
pengrusakan atau pelanggaran dan atasu ijin pemanfaatan
benda sitaan yang dijadikan sebagai barang - bukti

tersebut selanjutnys dibuatkan acaranya.

Dalam hal pengembaXian benda sitaan sebagai ba

rang bukti sebagsimana maksud dari pasal 46 ayat (2)



KUHAP
1.

2e
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tersebut di atas, dilaksanakan dengan cara

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengeluarkan surat
perintah,

Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) membuat pemberi -
tahuan pengembalian barang bukti kepada pemi=-
1likx ( yang berhak ).

Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) membuat beirita aca
ra pengembalian benda sitaan sebagai barang

bukti.

Pengembalian benda sitaan bisa terjadi pada

saat tingkat pemeriksasan perkara masih dalam penyi=-

dikan

atau penuntutan sebagaimana yang diatur dalam

pascl 46 ayat ( 1 ), yakni pengeluaran pengembalian

benda sitaan dimintakan oleh penyidik atau Penuntut

imum,
ikut
1.

2e

3a

Ini didesarkan atas pertimbangan sebagai ber-

Tidak lagi diperlukan pada tingkat pemeriksaan
renyidikan atau penuntutan.

Perkabanya tidak dilagjutkan pemntutannya
baik oleh karena tidak cukup bukti untuk pe-
nuntutannya atau Jjika ternyata peristiwa itu
bukan merupakan tindakan pidana.

Perkara tersebut dikesampingkar atau didepor =

nir atau dituttp demi hukum.

( M. Yahya Harahap, 1983 31 306 ).



25

Alternatif lain adalah, bahwa pengembalian itu
bisa juga berdesarkan keputusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang di-
aubur dalem pasal 46 ayat ( 2 ). Pengembalian benda
sitaan berdasarkan putusan pengadilen ini, diberikan
kepada orang yang disebut secara tegas dalam amar pu=-

tudane.

Sehubungan dengan pengeluaran benda sitaan
untuk dikembalikan kepada orang yang dimcbut dalam
surat perintah pengembalian atau orang yang disebut
dalam amar putusan, pebtugas RUFBASAN harus :

l. Meneliti surat perintah atau arat penetapan

instansi yang bersangkutan.

2. Membuat berita acara serah terima yang tem

- busannya dihsempaikan kepado instansi yang
bersangkutane. A
3. Menvatat dan mencoret benda sitaan dari

daftar benda sitaan yang beraangkutano.
( M. Yahya Harahap, 1983 : 307 ),

Dalam pengembalian benda sitaan, hendakhya sSe=
Jauh mungkin diperhatikan segi kemanusiaan, dcngan me=-
ngutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber ke-

hidupane.

Ketetanan tentang keharusan penzembalian benda
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8itaan kepada mereka yang disebutkan dalam surat kecpu-

tusan tersebuty, dikecualikan jika menurut keputusan
hakim
a. Benda yang dirampas untuk negara, dimusnahkan
atan untuk dirusskkan sehingga tidak depat di
pergunakan lagi, atau
be L[enda tersebut masih dibutuhkan sebagai barang

bukti dalam perkera lain. ( S, Tanusubroto ,

1983 : 66 ).

Dalam hal ini, apabila hakim dalam keputusan=
nya menyatakan bahwa benda sotaan yang dijadikan se-
bagai barang bukti untuk dimusnahkan atau dirusak
sampai tidak dapat dipergunakan lagi, maka pemusnahan
nya dapat dilekukan dengan :

a. Mengajukan permohonan pemusnahan.

bs Jaksa Fenuntut Umnum mengeluarkan surat pe-

rintah pemusnahan barang rampasan / barang
bukti,

c. Jaksa Penuntut Umum membuat acara pemusna=-
han,

d. Jaksa Penuntut Umum membuat laporan tentang
pelaksanaan barang fampasan atau barang buktd
yang dikembalikan tetapi diambil/ barang te~

muane
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Benda=~sitaan-benda sitaan yang sifatnya terla-
rang , sepertij senjaeta api tanpa iJjin, bahan pele -
dak, obatan-obatan keras dan lain-lain, adalah di=-

rampas oleh negara dan harus diserghkan kepada De-
partemen yang bersanskytan sesuai dengan ... ketentuan
perundang-perundengan yang berlaku, Sedang benda si-
taaén yang dimusnahkan seperti; narkotik, buku- buku
porno, film porno, uang palsu dan lain=lain, tidak
déperholebkkan untuk diedarkan dan hafus dimusnaBkan ;
hingga barang-barang tersebut tidak dapat dipakai
lagi,

Mengenai benda sitaan yang dinyatakan dirampas
untuk atau dimusnahks 1, diatur dalam pasal 11 Pematu-
an Menteri Kehakiman Nomor M. 05-UM, Ol. 06 / 1983 ,
Kaitannya dengan pengeluaran benda sitaan yang akan

dirampas untuk negara atau untuk dimusnshkan terse =

bat, semata-amata dapat dilakukan oleh Kepala RUFP -
BASAN, berdasarkan putusan pemgadilan.

( M. Yshya Harahap, 1988 : 307)
Di saping itu, Jjuga bisa berdasarkan atas perintah,

penetapan, venyidik dan penuntut Umum.

Bagih Fenuntut Umum, syarat-syarat yang harus
dipenuhi delam tindak pemusnahan adalsh :

1. Barang sitaan tersebut sifatnya membahayakan.
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2. Sejauh mungkin dengan persetujuan terdakwa atau
kuasanyae

3. Pelaksanaan pemushahan disaksikan oleh terdakwa &-
tau kuasanya,

4, Pelaksanaan pemusnahan dissksikan oleh petugas RUP-

BDAS AN,

Jadi benda sitaan yang bersifat terlarang hanya
dirampas unbtuk dimusnahkan, Jika barang dtudirampas
untuk negara, penggunaan dan penguasaan selanjutnya ,

diserahkan kepada Departemen yang bersangkutan.

Terhadap benda sitaan yang dijadiksn barang
bukti yang perksranys masih dimingakan banding - gbsu
kasasi tetap menjadi tanggung jawab Kejoksaan. Penyim
panannya ditemostkan secara‘terpisah di kemsr  bukti
sesual dengan urutan tahunnya agar tidak bercampur de=
ngan benda sitzan scbagai bukti yang lain, Demikian
Juga hslnya untuk benda sitaan yang dijadikan barang
bukti yang perkaranys dimintakan grasi atau peninjauan
kembali. |

Demikian sckedar gambaran tentang penyelesaian
benda sitaen yang dijadikan scbagai barang bukti di
Kejaksaan setelah mendapatkan keputusan hakim yang

mempunyai hukum tetap.



Pasal 7 ayat (1) KUHAP dalam hubungannya de
ngas benda sitaan sebagai barang bukti ini. Penyi
dik berwemang untuk melakukan tindakan pertama =
pada saat ditempat kejadian. ( KUHAP dan Penjelasa
sannya 3 18 ).

Dalam hal ini tindakan pertama yang dimakeud
ialah berupa tindakan pengamanan yang dilakukan «
oleh penyidik, baik terhadap benda-bsnda korbdban
maupun terhadap benda-benda yang kemungkinan dapat
dilakukan penyitaam, guna dijadikan sebagail barang
bpkti.

Terhadap benda-benda yang dilakukan penyita
en, penyidik berkewajiban untuk menyerahkan kepada
RUPBASAN, untuk selanjutnya disimpen dalam rumah~
penyitaan benda sitaan Hegara, sebagaimans maksude
dari pasal 44 KUHAP yang berbunyi:

1. Benda sitaan disimpan dalam rumah sitaan ng
aara.

2. Ponyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya dan tanggung javab atasnya =«
ada pada pejabat yang berwenamng sesuai de
ngan tingkat pemerikesaan dalam prose peradi
lan dan bende tersebut dilarang untuk diper
oleh siapapun Juga.

Akan tetapi bila RUPBASAN sebagaimana yang-
dimaksudkan undangsundang belum texrbentul, maka-
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pengelolasanya tersebut berdasarkan paeal 39 KUHAP
yang berbunyi 3

1. Sebelum terbentuknya RUPBASAN berdasarian =
Peratura Pemerintah ini, penyimpanan bonda-
sitaan tersebut dapat dilakuken di Kantor -
Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kan
tor Kejaksaan Negeri, di kantor Pengadilane
flegori, dan tempat-tempat lain sesuai dengen
ketentuan dalam KUHAP.

2. Pongelolaan dam biaya benda sitaan penyimpa
nan benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan dan dibebankan pada
masing-masing inetansi yang bersangkutan.

3. Pejabat yang bertanggung jawab atas penyim-
nana benda sitasn sebagalmana dimaksudkan -
dalam ayat (1) wajib melaporkan setiap ]
( enaméi bulan kepada Menteri dalem hal ini
Derektur Jonderal pemasyarakatan,

( P.P Homor 27 Tahun 1983:17)
Jika RUPBASAN( rumah penyimpanan benda sita
#nanegara ) serta pejabatnya akan disemahi  tugas
pengelolaan benda sitaan sebagai barang bukti $e-
lah terbentuk, maka baik EKepolisian maupun EKejak-
saan tidek akan ikut lagli mengurusi benda eitaan
tersebut, Jadi dengan terbentuknya RUPBASAN dan
pejabat yang diserahi tanggung jawadb pengelolaan
benda sitaan itu, maka akan menguntungkan bagi
penyidik, hususnya dalam hal pengelolaan benda~
sitaan seobagail barang bukti. Karema dengan demikian
benda yang disite sebagal barang bukti secara fi -
sik bukan tanggung Jjawab baik Kepolisian maupun Ke
jaksaan,
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Apabila penyidik atau penuntut umum Dberpen
dapat, bahwa yang disita itu tidak diperlukan lagi
untuk pembuktian, maka benda torsebut dapat dikembda
likan yang paling berhalk, ( s, fanusubroto, 1983
65 ). Dalam hal ini, proses benda sitaan yang dila-
kukan dalam praktek dapat dikemukakan sebagai bert
kut 3

I. D1 Eepolisian

Setelah benda taisebut disita ( beslag ) dd
ri kekuasaan tersangka atau Perdakwa atau dari
pihakt ketiga yang menguasai sebelumnya, maka kemudi
an dibuatkan berita acara penyitaean dengan mengguna
kan surat SERS: A. 11 dan menempatkannya dalam
kamar bukti sebelum itu terlebih dahulu harus dite-
1iti apakah bonda sitaan itu mudah terbakar atau -
tidak, memerlukan biaya penyimpanan yang tinggi atau
tidak dan sebagainya.

Apabila benda sitaan yeng dijadikan sebagai-
barang bukti tersebit bukan termasuk benda yang-
lekas rusak serta tidak, membahayakan bagi keschat-
tan dan tidak memerlukan biaya penyimpenan yang
tertinggi, maka bemnda-benda tersebut, disegel dan
disimpan sebaik-baiknya dengan menggunakan berita
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acara pembungkusan atau penyegelan barang bukti
Kemudian di simpan dalam kamar bukti atau ruang -
bukti atau ditempatkan ditempat lain yang dianggap
aman eerta dipergunakan oleh undang-undang, dengan
maksud agar benda sitaan yang dijadikan sebagai
barang buikti tersebut dapat tetap terjaga keoutuhan
nyap tidak rusak, hilang agau terbakar dengan~
benda sitaan lainnya.

S8ebelum benda tersebut dibungkus menurut ke
tentuan pasal 130 KUHA¥P, perlu dicatat lebih dahulu
tentang jumlah, ciri, sifat has, tempat, hari, tang
gal penyltaan, identitas orang deri bemda ftu di
slta, kemudian diberi lak den cap Jabatan dan di -
tandatangani oleh ponyidik.

Dan benda yang é&aé&«dapat didbungkus, cata-
tan tersebut diatas label yang ditempelkaen axgu
diikatkan pada benda tersebut,

( Randa Agung Dewantara, 1987 : 119 )

Apabila beonda sitsan yang dijadikan sebagai
barang bukti dalem perkara tersebut tidak mungkin
dilakukan penyimpanan dan pengamanannya dalem
kamar bukti, misalnya kalau benda sitaan itu beru
pa sebuah kapal, maka dapat dititipkan kepada
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Syah Bandar Pelabuhan setelah dicatat bobot mati

serta segala perlengkapen kapal itu. Sedang ben
da sitaan yang berupa sebidang tanah, setelah di
lakukan penyitaanya, perlu dicatat berapa luas
nya, denganu tanah siapa gaja berbatasam, dari
8iapa tanah itu disita dan kemudien dapat di-
titipkan kepada HKepala Desa/ Jawatan Agraria se-
tempat dengan membuat berita asara penyitaan -

maupun berita acara penitipan,

Apabila benda sitaan itu berupa uang-
atau berupa perhiasun, maka berdasarkamn pasal-

130 KUHAP, juga perlu dicatat berapa jumlahnya
dan nemor serinya, Jjenisnya, berapa beratmya, =
ciri atau sifat hkasnya, dimana dan kapan dilalku
kan penyitaannya serta dengan menyebutkan pulae-

identitas derimana perhiasan itu disita, ke -
osudian baru dilakukan pemounglkusannya. Lalu
diberi lek, cap Jabatan dan ditaunda tangani ==

1<

oleh psnyidik setelah dibumgkus di beri kartu

labol bukti.
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Kemudian usng atau perhiasan tadi dimasukkan ke dalam
Brak Kas atau tempat lain yang dianggap dapat terja -
min keselamatnnya atau keamanannya sepanjang hal 4itu

dibenarkasn oleh undang-undang,

Betelah benda sitaan yang dijadikan scbagai ba
rang bukti, dibungkus dengan rapi serta sudah dimasuk
kan dalam buku Registér Bukti, maka petugas mebbuat-
kan adanya barang bukti. Lalu dilampirkan dalasm bere
kas perkaranya bersama-ssma dengan berita acara ten-

tang kecadaan henda sitaan,

Ade kalanya pihak kepolisian diperkenankan

Juga untuk mengembalikan benda sitaan yang dijadikan
sebagai barang ovukti sebagaimana Yang disebutkan, ipa-
bila sewaktu-~+aktu diperlukan untuk membuktikan di
persidangan, Jeng bersangkutan atau yang menarima
benda tersebut harus bersedia atan senggupr menunjuk e
kannya, membawanya ke persidargan, den kemudian die
buatkan berita acara penerimaan yan- ditends tangani

oleh pihakm venerima dan penyidik,

Pengepbalian ini adalah baik dan tidsk akan
menyulitkan penuntut Umum bila perkara tersebut telah
disershkan ke fejaksaan. Gebab dengan demikian, bhaik

renyidik masupun Penuntut Umum tidak perlu repct-repot
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untik mengelola benda sitaan. Di pihsk lain, apabila
benda sitaan yang dijadikan sebagain barang bukti tadi
dipinjampakaikan atau dikembalikan kepada yang diang -
gap berhak dengan disertal catatan tadi., Akan tetepi

akan meringankan biaya penyimpanannya.

Setelah berkas-= perkas perkara dilimpahkan ke
Kejaksanaan, dan bila ternyata berkas .perkara terse=-
but dipandang sudah lengkap, maka baik tanggung Jjawab
atas tersangka atau terdékwa maupun atas barang buk-

tinya akan berakih kepada Jaksa Penuntut Unume

2., Di Kejaksaan

Pengelolaan benda sitaan yang dijadikan seba-
gain baramg bukti baik di Kepolisian maupun di Kejak-
saan tidak ada perbedaan yang prinsip. Hanya g« ja
bends sitesan di KeJjaksaan ini mempunyai 2 ( dua ) sum
ber, yaitu :

a. Yans diterima deri ¥Xevolisian .
b. :enda sitean yeng penyitesannya dilakukan oleh

Kejaksaan sendiri,

Perbedaan yang lain hanya tentang pengrunaan
surat serah terima setalah pelimpashan dari penyidik =
sampali pada pelaksanaan keputusan hakim terhedep bLenda
sitaan yang dijadikan sebagai barang bukti tadi. Ui
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panjang RUPBASAN dan pejabat belum teebentuk, maka ke-
amanan maupun keutuhan benda tersebut tetap mengjadi
tanggung jawab Kejaksaan/ Jaksa Penuntut Umum, yang

Juga sebagai ekseckutor atas semua keputusan hakim.

Untuk Jelasnya dapat dikemukakan sebagai beri -
xut |

1. Setelah berkas perkara dan benda sitaan yang dija-
dikan sebagai barang bukti dalam perkara  tersebut
dilimpahkan, ma'ra oleh petugas disarankan agar
menyerahkan benda sitaan / barang buktinya ke Sub
Seksi Barang Bukti ( Sub Seksi Penyelesaian rerka=-
Ta ).

2. Sebelum berita acara surat terima barang bukti
dari Kepolisian ( penyidik ) ditanda tangani,maka
tindakan pertama petugas urusan barang bukti ada -
lah melakukan penelitian terhadap benda sitaaa /
barang bukti yang ada, apakah keadaannya sudah se =
sual dengan yang tercantum dalam daftar bukti yang
terlampir dalam berkas perkara atau tidak. Untuk
ini Kepala Kejaksaan perlu segera mengeluarkan :

8, Surat Perintah Penelitian 3enda Sitaan sebagal
3arang bukti, dengan menggunakan :urat model B 1,
b. Betrita Acara Penelitian benda sitaan sebagai

barang bukti dengan menggunakan Surat model B 2,
Dala m helakukan penelitian atas benda sitaan yang
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dimaksud, bungkusannya dibuka di hadapan Petugas

Penyidik yang mengantarkan benda sitaan tersebut .
untuk mengehahui apakah benda sitaan sebagail barang
bukti tersebut sudah betul-betul sesuai dengan daf
tar bukti yang terlampir dalam berkas perkara .a=-
tau tidak. Dalam taraf penelitian ini,Penuntut Umum
dapat meminta bantuan kepada tenaga ahli laborato -
rinm .

Setelan dilakukan penelitian terhadap benda sitaan
dijakdikan sebagai barang bukti tersebut sudah se-
suali d~ngan barang bukti yang terlampir dalam ber -
kas perkara , kemudian dibuatkan Kartu Bukti dengan
surat model B, 4 dan dibungkus kewbali diberi lak,
cap Jjabatan dan ditanda tangani oleh petugas yang
bersangkutan. Namun Jjuga digatat terlebih dahlulu
tentang :

a8, Jumlahnya / beratnya ;

b. seri nomornya ;

Co. Jenis, ciri‘atau gifat khasnya ;

do di mana don kapan dilakukan penyitaannya 3

€. identitas dari mana benda itu disita

f. ditonda tangani oleh petugas yang bersanglkutan §
Setelah dibungkus kembali dengan rapi, kemudian di-

beri label barang bukti bukti dengan Surat liodel
Bo 59
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50 Setelah diberi nomor urut bukti dan sudah dicatat

dulam buku Ragister Bukti, kemudian oleh Petugas

ditenpatkan ssedemikian rupa dalam sebuah Kamar

Dukti / ruang bukti, sehingga dapét tetap terjaga

keutuhannya dan keamanannyae.

Cara pengelolaan benda baik Barena sifatnya ti

delk memungltinkan untuk disimpan di Kejaksaan, misalnya

berupa kapal stau tanah dan bangunannya, maka unbuk

hal ini ditivipkan kepada Kepala Desa/ Kepala Instan-

gi atau Jaatan setepnat dengan menggunakan prosadur

sehagal berikat

8o

be

Ce

de

f.

(2]

Disimpan dan ditempatkan secara tertib, sehing-
ga barang bukti tersebut tidak mudah hilang ,
dan tidak lekas mengalami xerusakan.

Dibuatkan berita acara penitipan barang yang di
tanda tangani bersama yang menitipkan meupun -
yang menerima titipan barang.

Diberi label barang bukti pada msing-masing ke—
gatuan barang, miselnya pada tiap-tiap peti.
Sejauh dimungkinkan ditempatkan satu sample
( contoh ) barang bukti.

Secara berkala dilakukan pemeriksaane.

( "atna Murul Afiah, 1982 : 105 ).

‘ernadap benda sitaan sebagai barang bukti
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yang lekas rusak/ membahayakan berdssarkan pasal 45

KuilAP

Qo

D

Co

de

€o

burang bukti dapat dijual,lelang dengan Syarat

Uenda sitaan terdiri dari atas benda yang le=-

kas rusak atau membahayakan keselamatan orang/

lingkungan, bila disimpan sompai putussn hakim
mempunyainkekuatan hukum tetape

Jika pemeliharasn atas benda sitaan tersebut -

akan memakan biaya yang terlalu tinggi.

Benda sitaan tersebut tidalk mungkin daepat Qi-

simpan di ~UP3ASAN dan tidal dapat pula dicia

pan di tempat sebagaimana dimaksud pasal 1

ayat ( 5 ) Peraturan Jenteri Kehakiman RI No.

Me O0=M, 01. 06 Tahun 1983,

Sejauh munglin dengen persetujuan tersaungks/

terdalwa ztau kuasanyay

Yang berwenang melakukan jual lelang atas ben-

da sitaan tecsebut adelsh :

1) Penyidik atau Fenuntut Unum, bila perkara
terscbut masih dclem penyidiken atau penun-
tutan,

2) Pceruntut Unum atas ijin ilakim yaog wmeonyi -
dangkan perkaranya, apabila perkara terse =

but sudan ditangani PFengadilane
Peloksanaan pengjualen lelang benda sitaan tere-

scbut dissksikan cleh tersasngka / terdakwa abau
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kuasanya. ( Ratna turul Afiah, 1988 309 ).

Pemenfaatan Benda 3ita Mghurut KUHAP

Pada desarnya benda itu ada yang bermanfaat
dan ada yang mengakibatkan madlarat. Artinya, benda
itu bis» membawa manfaat bsik untuk diri sendiri mau-
pun untitk orang lain. Sebaliknya, benda yang tidsk
bisa dimanfaatkan atau dcngan kata lain mengakibatkan
madlarat adalah karena benda itu sendiri sudah sela -
yaknya tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan -ke-

tentutuan yang berhubungan dengan itu.

Securs garis hesar, pembahsan tentang pemanfa =
etan bendao sitéan ini dibagi menjadi dua, yaitu benda
yang patut dimanfaatlan dan bendn Fang tidak patut
dimenfaatlzon, Pembagian kedua macem ini, dimaksudkan -~
untukx memudahkan pembahsan tentang pemnanfaatan benda
sitaan sebagai ysng dimaksud. Di samping itu, pemba -
gian secara garis besar ini, sedapet aungkin bisa
mencakup apa yang dimaksud dalam pembagian benda siba-

an.

Dalam pemeriksaar perkara yang sedang berlang-

Cae

sung di muke persidangan, baik perkara itu dslam
raf pemerikdaan di Kepolisian wmaupun di KeJjaksaan .

Sebaral contoh ;3 seorang telah dipersanilkzazan melalku -
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kan {indak pidana korupsi sebesar Rp1600.000,000 g -

Karena %ekurang telitian petugas penyelidik dan sebg -
gainya, maka dalam penuntutan wuang yang diselewengkan
hanya terungkap sebesar Rp 500.000,000 s ~. Sedangkan
lebihnya menurut terdakwa sudah habis untuk faya~foya
dengan istri simpanannya., Setelah verkara tersebut di-
limpahkan ke Penradilan untuk disidangkan, ternyata o-
leh istri simpanan terdakwa yang dijanjikan akan dika-
win d¢n dibelikan rumah nanya diting al begitu saja ’
dan tidak pernsh muccul kembali hingpa tertangkannya

terdekwa dalam perkara ini, Talu nmengutaralkan semua

dimana saja terdakwa disimpan atan dibelikan apa 3aja.

Setelah hal tersbut didengar oleh hakim dalam
persidangan, hakim wemerintahkan agar keterangan saksi
dicek kebenarannya. Setelah dilakukan peninjauan, ter-
nyata keterangan yang diberikan oleh saksi memang be-
har, dimana uvang negara yang telah disczlewengkan su-

dah digunekan untuk membeli rumah den mobil guna une-
thk memperkaya dirinya sehdiri atau diri orang lain .
lerhadap rumah dan mobil yang baru diketahui ini,
oleh hakim yang mengadili perkara tersebut dapat dipe-
rintahkan untuk disita. Kamms tercebut sesual dengan

pasal 38 KUHAP yang berbunyi

1, Fenyitaan hanys davet dilakukan oleh penyidi:
dengan surat izin Ketua FPengadilan Negeri se =
tempat,
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2e Dalam keadsan yang sangat perlu dan mendesak
ilamana venyidik herus segera bertindak dan

tidak mungkin untuk mendpatkan surat izin ter
lebih dahultu , tanpe mengurangi ketehtuan a=-
Yat 1 penyidik dspat melakukan penyitaan ha-
nyabatas benda bergerak dan uhtuk itu waJjib
segera melaporkan kepada Kétua Pengadilan Ne=
eri setempat guna memperoleh persetujuannya.
% KUHAP dan Penjelasannya : 31 §

Apgbila di kemudian hari suatu barang atau
benda dinerlukan sebagai alat bukti, maka yang berhak
melakukan penyitaan adalah Kcpolisian atas izin Ketua

Pengadilan,

Dengan demikian penetaepan-penetapan ijin pe-
nyitaan tersebut selanjutnya disampaikan cleh Fenun =
tut Umur dalzm perkara tersebut kepada Kepolisian
atau penyidike Jelanjutnya, setelah penyitaan dila -
tukan maka tanggung jawab benda sitaan yang dijadikan
sebagai bareng bukti tersebut menjadi tangsung Ja-

wab Jaksa / Femuntat Umum.

Pelaksanaan putusan terhadap bareng bukti,
Gilakukan berdosarkan pasal 194 ayatv ( 3 ) KUbavr

"Perintah penyerahan barang bukii dilakukan

tenpe disertel  secuatu oyaret aperun madueli dae

lam hal putusan pengadilan belum mempunyai keku-

atan hulkum tetap". KUIAP dan Penjelasannya:90)

+21l ini  Jaksa Tenuntut Umum yang dibtunjuk scgora nee

laksanakan pengembalian barnag bukti. Jeksa ysng ber-

sangkutan mengajukan permintaan kepada Kepala ttUPuASAN
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Carang yang diputuskan oleh hakim dalam persi =
dangan bahwa benda sitaan yang dijadikan sebagai ba-
rang bukti tadi dikembalikan kepada orang yang berhak
menerimanya, menurut Intruksi Jaksa Agung RI Nos  INS
006/J4/7/86 tangszal 15 Juli 19864 Apabila pemilik /
orang yang berhak menerima atas benda tersebut tidak
datang walaupun dipanggil secara sah menurut hukum *
dalam waktu enam bulan, maka burang bukii ter-ehut da-
pat dijual lelang medalui Kantor Telans Hemara,

( Instrukei Presiden No. 9 / 1970 , 21 Mei 1970 Yo
( Katna Nurul Afish, 1983 : 223 )

Sesudah barangsbaranz gang disita (dibeslag )
sebagai barang bukti dijual lelang oleh Kantor Lelang
liegara / pejabat yang menyita, maka hasil pelelanzan
Ssetelah diambil ongkos lelang, dipergunskan untuk mew
menuhi semua pembayaran menurut keputusan serita biaya
elisebusi dan sisanya dikembalikan kepada nemilik bae

rang yang dilelang. ( R. Soesilo, 1978 : 130 )

‘publle bLeorans tadi  sudan dijual lelang,pcmi -
li tidek aenzambil hasil pengualan tersebut dalam -
Jangka tiga Gahun, maka nasil penjualannya disetorkan

e Xas Legara scehagai titipan fejaksaansnangnya inen-
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Jedi milik negara.

Sebelum barang itu dilelang, terlebih dahulu ba
rang itu diteksir, Jika biaya lelang itu diperkirakan
lebih besar dari harga barang yang akan dilelang atau
tidak mempunyai nilai ckonomis , maka Kejaksaan Ting-
gl atau Kejaksaan Wegeri Gabang/ Kejaksanaan iiegeri
Yang bersangkutan harus melaporkan serta mengusulkan
kepada Kejaksaan Agung RI UP, Jaksa Agung Muda,bidang
tindesk pidana khusus., Hal tersebut tergantung pada
kasus yans berkaitan dengan barang bukti yang dimochone

[
kan tersebut supaya dimanfaatkan untuk °
8. deparntirgan Dipnas Kejaksaaan.

b 3adan-bajan sosial.

c. Korvan bencana alam.

Bende sitaan yang Jdirampas untul Zepentingzn ne

gara, dinamskan barang rempasan.

Menurut passl 273 ayat { 3 ) KUHAP yang berbu -
nyi :

"Jika putusan pengadilan Jjuga menetapkan bahwa
torang bukii dirampas untuk negaras, sclain penge -
eualian sebagaimana tersebut pada pasal 46, Jaksa
nenguasatan benda fersebut kepada XLasnbor Lelang We
para dan daslam waktu tiga bulan untuk dijual lelang
yeng husilaya dimasuvklkan ke ¥as Mecara unbuk dan
atas nama Jaksa". (KUHAF don Yenjelasannya : 122 ).

3enda  sitaan yang dirampas untuk negara, yang

tidok biss dimanfaatkan dan Juga tidak bisa dijusl le-
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lang adalsh disebabkan barang-barang itu mengak%ibatkan

madlarat. Di samping itu, barang~barang tersebut ber -
sifat terlarang, karena benda itu tidak bisz dimiliki
untuk umum, seperti ; senjats api, narkotika, mata

uang yang dipalsukan dan lain sebagainya.

Dalam pasal 45 KUHAP yang menerangkan

"Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dila =
rang untuk diedarkan, tidesk bermasuk ketentuan se
bagaimana dimaksudkan itu, dalam ayat ( 1 ), di-
rampas untuk dipergunakan bagirkepentingan negara
atag untuk dimusnahkan”., (KUUAY dan fenjelasannyas
30 )e

Berdeserkan nagal tersebut di atas dapat diam -

'

vil wesimiulen, bohwa bends tersebut harus diserahkan

kxepada Tepariemen yang hersangkubtan, scsuai dengan ke-

tentuan yang berlaku., Misalnya ; gombar porno, vahan

peledak, amunisi atau senjata api diseruahken kepada
@epartemen Keamaran. Jika barang yang dirampas itu
narkotilta, maka barang tersebut diserahkan kepada

Tepartemen Xeschatan.

sabagainegna daloa puiuden pengadiilan dinyavakan
Jivowoas unbulk nerarg, tidak dijual lelaing wenuiut -
Tz zung DT Tas 8B M/IAMM6. 1023 ensang ponyelee
saian harorn:; rempozan khusus serjata api, mesiu dan

bohar peledak. ( “Natne Murul Afiah, 198% : 236 ),

Dalam huvungan ini Wirjono frodjodikoro  dalam
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bukunya "Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Pro-

ses Pidana"menyatakan, bahwa barang~barang itu menmu -
rut undang-undang herus dibinas:kan atau dirusakkan de
mikian shingga tidak ddpat dipakai lagi. Pindskan ini
bukan merupakan hukuman pidana, melainkan suatu tinda-
kan kepolisian yang bermaksud menjaga keselamatan ma=
syarakat jangen sampasi barang~barang itu dipakai lagi
untuk atau dalam hal melakukan keJjshatan.

( bjoko Ppakoso, 1888 : 171 ),

000




